LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2018
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN SURAT

PENGANTAR PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN

BADAN HUKUM KOPERASI

PRIMER DAN SEKUNDER TINGKAT PROVINSI PADA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Gubernur Kalimantan Selatan

Nomor SOP :
X Tanggal Pembuatan | :
: PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Tanggal Revisi
j DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Tanggal Efektif
: PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Disahkan Oleh

Nama SOP

Layanan Surat Pengantar Pengesahan Akta Pendirian
Badan Hukum Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat
Provinsi

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik a. memahami dengan baik dasar hukum kegiatan ini;
Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); b. memahami dengan baik kegiatan yang harus
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta dg;f;iiiz?l dan daelintlesaharineb?;:;ﬂ;;?{um liiyae?:;
Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia grimer dan sekun dfr tii gkat provinsi; P
Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540); c. memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; d. mempunyai  komitmen dan  konsisten untuk
4. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan UKM Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang menyelesaikan setiap tahapan kegiatan,tepat sasaran
Kelembagaan Koperasi; dan dan tepat waktu dalam memberikan layanan
’ embentukan badan hukum koperasi primer dan
5. Surat Edaran Deputi Bidan,c?7 Kelembagaan ‘Kementefian Koperasi dan UKM RI Nomor 54/SE/ Is)ekunder tingkat provinsi. P P
Dep.1/IV /2016 tanggal 7 April 2016 perihal tindak lanjut Peraturan menteri Koperasi dan UKM No.
10/Per/M.KUKM/IX /2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
a. Perangkat komputer;
b. ATK; dan
c. Filling cabinet penyimpanan dokumen.
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam Layanan Surat Pengantar Pengesahan Akta
Pendirian Badan Hukum Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Provinsi, jika tidak dilaksanakanakan akan
mengakibatkan ketidakpastian, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan Layanan Surat Pengantar Pengesahan
Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Provinsi.

a. Buku agenda surat masuk dan keluar;
b. Buku Nomor Induk Koperasi; dan
c. SK Pengesahan Badan Hukum Koperasi.




PELAKSANA

MUTU BUKU

NO KEGIATAN PENDIRI/ KASUBAG KEPALA KABID KASI PERSYARATAN WAKTU OUTPUT KET
PEMOHON UMPEG DINAS KELEMBAGAAN PLBH &KELENGKAPAN

1 2 4 S 6 7 8 9 10 11
1. | Mengajukan Permohonan Surat permohonan  dilampiri | 10 menit | Berkas

Surat Pengantar dengan: Permohonan

Pengesahan Akta 1. Surat Keterangan Persetujuan

Pendirian Badan Hukum Penggunaan Nama Koperasi

Koperasi Primer secara dari Pejabat.

tertulis kepada  Kepala 2. 2 rangkap akta pendirian

Dinas. koperasi, 1 diantaranya

bermaterai.

3. Surat Kuasa Pendiri

4. Notulen rapat pembentukan
Koperasi.

5. Berita acara
pembentukkan koperasi.

6. Akta pendirian koperasi yang
dibuat dan ditandatangani
oleh Notaris.

7. Surat bukti jumlah setoran

rapat

simpanan pokok dan
simpanan wajib sebagai modal
awal.

8. Surat Keterangan domisili.

9. Rencana kegiatan usaha
koperasi minimal 3 tahun

kedepan dan RABP Koperasi.

10. Surat permohonan izin
USP/Unit USP bagi Koperasi
Simpan Pinjam atau koperasi
jenis lain yang memiliki
unit SP.




2 3 4 7 8 9 10 11

Menerima  Permohonan Berkas Permohonan 15 Berkas
Surat Pengantar Menit Permohonan
Pengesahan Akta diterima
Pendirian Badan Hukum
Koperasi dan mencatat
kedalam buku agenda :
surat masuk selanjutnya :
menyampaikan ke Kepala !
Dinas. :

1
Menerima permohonan ! Berkas Permohonan 15 Berkas
dan mendisposisi I menit Permohonan,
Permohonan Surat : disposisi
Pengantar Pengesahan !
Akta pendirian Badan |
Hukum Koperasi dan :
meneruskan ke Kabid :
Kelembagaan. !

1
Menerima disposisi surat ' Berkas Permohonan, disposisi 5 menit | Berkas
permohonan dan I Permohonan
meneruskan ke Kasi : yang sudah
PLBH. : didisposisi

I Kabid.

|

I

:

1

I




—

2

8

10

11

Menerima  permohonan
surat pengantar,
melakukan penelitian dan
verifikasi terhadap materi
anggaran dasar serta
melakukan  pengecekan
terhadap keberadaan
koperasi, usaha yang
dijalankan serta
keanggotaan koperasi
tersebut.

Apabila tidak memenuhi
syarat berkas
dikembalikan kepada
Pendiri.Apabila
memenuhi syarat maka
proses akan dilanjutkan.

Berkas Permohonan

30
Menit

Berkas
Permohonan
yang sudah
diverifikasi

Melakukan Verifikasi
lapangan jika tidak
sesuai dilapangan berkas
dikembalikan, dengan
membuatkan surat
pemberitahuan, jika hasil
verifikasi lapangan sesuai

dengan berkas maka
akan dibuatkan draft
surat pengantar
pengesahan Akta

pendirian koperasi.

Berkas Permohonan yang sudah

diverifikasi

7 hari

Draf Surat
pengantar
Pengesahan
Akta
Pendirian
Koperasi




1 2 8 9 10 11
7. | Menerima, mengoreksi, Draf Surat pengantar Pengesahan | 15 Draf Surat
mengetahui dan memaraf Akta Pendirian Koperasi yang menit pengantar
draf Surat pengantar sudah diparaf oleh Kasi PLBH. pengesahan
Pengesahan akta akta
pendirian koperasi dan pendirian
menyampaikan ke Kepala koperasi
Dinas. diparaf oleh
Kabid
Kelembagaan
8. Menerima, mengoreksi, Draf Surat pengantar | 15 Surat
menyetujui dan Pengesahan Akta Pendirian | menit pengantar
menandatangani surat Koperasi yang sudah diparaf oleh pengesahan
pengantarpengesahan Kasi PLBH dan Kabid akta
akta pendirian koperasi. Kelembagaan. pendirian
koperasi
ditanda
tangani oleh
Kepala Dinas.
9. | Menerima surat Surat pengantar Pengesahan | 15 penyerahan
pengantar pengesahan Akta Pendirian Koperasi yg sudah | menit Surat
akta Pendirian Koperasi ditandatangani oleh Kepala Dinas pengantar
kemudian menyampaikan Pengesahan
kepada Kasubbag Umpeg. Akta
Pendirian
Koperasi.
10. | Memberikan penomoran Surat Pengantar Pengesahan Akta | 15 surat
dan stempel pada surat Pendirian Koperasi yang sudah | menit pengantar
pengantar pengesahan bernomor dan berstempel pengesahan
akta pendirian koperasi akta
dan menyerahkan ke Kasi pendirian

PLBH.

koperasi yang
sudah
bernomor dan
berstempel




1 2 8 9 10 11
11. | Menyerahkan surat Surat Pengantar Pengesahan Akta | 15 Surat
pengantar pengesahan Pendirian Koperasi yang sudah | menit pengantar
akta pendirian koperasi bernomor dan berstempel pengesahan
kepada pemohon/pendiri akta
koperasi. pendirian
koperasi
diserahkan,
tanda terima
12. | Menerima Surat Surat Pengantar Pengesahan Akta | 15 Surat
Pengantar Pengesahan Pendirian Koperasi yang sudah | menit Pengantar
Akta Pendirian Badan bernomor dan berstempel Pengesahan
Hukum Koperasi Primer ( ) Akta
dan Sekunder Tingkat Pendirian
Provinsi . Koperasi
diterima

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR




